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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 82 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Da r
Tahun 2011 tentang Perlanggungjawaban Pelaksanaan Anggara
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu menetap
Gubernur tentang Penjabaran Perlanggungjawaban Pelaksan a
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Paja Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und n Nor,lOr 12
Tahun 1994;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perole
Tanah dan Bangunan;

Hak Atas
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4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengg r in NegarCi
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepoti(;me;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan e Ira;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahar a iegara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pem ri saan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara; I

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem P rencanaan
Pemballgunan Nasional;

8.

9.

Undcmg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin a
sebagaimana telah beberapa kali diubah temkhir dengan U. d
I~cnlor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Name:r 33 T3hun 2004 ten,a~~ Peri,11bal1'- a
Ant3i"8 Pcme;-;:lt3h PU£3t dan P£r:18ri~tQhtin DcJcrah:

n Daerah
.\j-Undang

kell"r,g;m
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10. Undang-Undang Namar 29 Tahun 2007 tentang Pemeri t an Provinsi
Daerah Khusus Ibukata Jakarta sebagai Ibukata Ne a Kesatuan
Republik Indanesia;

11. Undang-Undang Namar 28 Tahun 2009 tentang Paja aerah dan
Retribusi Daerah;

12. Undang-Undang Namar 12 Tahun 2011 tentang Pembent n Peraturan
Perundang-undangan;

13. Peraturan Pemerintah Namar 20 Tahun 2001 tentang e binaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

14. Peraturan Pemerintah Namar 65 Tahun 2001 tentang Paja erah;

15. Peraturan Pemerintah Namar 66 Tahun 2001 tentang Retri u i Daerah;

Kedudukan
Perwakilan
Pemerintah

Peraturan Pemerintah Namar 24 Tahun 2004 tenta 9
Protakoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota De a
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratu a
Nomar 37 Tahun 2005;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinja Daerah;

17. Peraturan Pemerinlah Namar 23 Tahun 2005 tentan
Keuangan Badan Layanan Umum;

16.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 5t n r Akuntansi
Pemerintahan;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana e bangan;

21. Peraturan Pemerintah Nomar 56 Tahun 2005 tentang 5 st m Informasi
Keuangan Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hiba

Pedaman

Ig Pedaman
kali diubah

run 2011;

Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pela 0 n Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 te
Pengelalaan Keuangan Daerah sebagaimana telah bebe
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 21

27. Peraturan Daerah Namor 5 Tahun 2007 tentang Pakak-Pa a
Keuangan Daerah;

25.

26.

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten
Penyusunan dan Penerapan 5tandar Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Pemerintah Namor 58 Tahun 2005 tentan
Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Namor 1 Tahun 2010 tentang Angga
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

rAnggaran

: J~n~~;;:r:~

29.

30.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perub
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Daerah Nomar 4 Tahun 2011 tentang Pert
Pe/ak3ane:u:m Angsarean Pcndapatan dan Belanja Daerah

2010;

fendapatan



31.

32.
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Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjaba
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2010 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta u
2010;

MEMUTUSKAN :

Anggaran

enjabaran
Anggaran

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGU JAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN A DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 12.891.992.182.041,05
b. Dana Perimbangan Rp 9.537.609.058.087,00
c. Lain-Lain Pendapatan

Yang Sah Rp 596.385.753.000,00
Jumlah Pendapalan Rp 23.025.9 6 93.128,05

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 7.476.926.818.576,00
2) Belanja Bunga Rp 7.421.194.046,00
3) Belanja Subsidi Rp 0,00
4) Belanja Hibah Rp 423.468.762.400,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 27.517.450.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 0,00
7) Belanja Bantuan

Keuangan Rp 1.338.583.230,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp 0,00

Rp 7.936.6 08.252,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 1.060.921.432.848,00
2) Belanja Barang dan

I
Jasa Rp 7.312.154.901.037,00

3) Belanja Modal Rp 5.243.146.696.798,00
G30.683,OO

Jumlah Belanja ~38.935,00

Surplus r4.193,05

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp 3.748.512.147.298,33
Ib. Pengeluaran Rp 310.407.283.362,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 3.438. 0 . 63.936,33

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
4.911. 9 -f18.129,38Tahun Berkenaan (SILPA) Rp
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Pasal2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kreantum
dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tere
Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

irinei lebih
n m dalam

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura bernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibuko a akarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 11

GUBERNUR PROVINSI DAE KHUSUS
IBU TA JAKART

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2011

o

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 85




